
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 
NOMOR 14 TAHUN 2002 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 24 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

NOMOR 14 TAHUN 2002 

TENTANG 

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI REMBANG 

Menimbang a. bahwa dengan ini ditetapkan undang­ 
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
dan U ndang-undang Nomor 34 Tahun 
2000 tentang Perubahan undang­ 
undang Nomor 18 Tahun 1997 maka 
perlu menyusun peraturan mengenai 
tempat khusus parkir; 

, 

b, bahwa untuk maksud tersebut diatas 
maka dipandang perlu untuk mene 
tapkan Peraturan Daerah tentang 
Refribusi Tempat khusus Parkir. 

Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propin­ 
s i JawaTengah; 
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2. Undang-undang Nomor :8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara 1Pidana (Lem­ 
baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3209); 

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan (Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesja Tahun 1992 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3685); 

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 199- 
tentang Pajak Daerah dan Rctribusi 
Daerah {Lemharan Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, 
Tamhahan Lembaran Negara Nomor 
J685) sebagaimana diubah dengan 
Undang-unctang Nomor 34 Tahun 2000 
tent ang Pe r ubahan. At as Undang­ 
und~ng Nomor 18 Tahun 1997 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indone­ 
sia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4048); 

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah (Lem­ 
baran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 60, . ·Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3037); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun \999 
tentang Perimbangan Keuangan Peme­ 
rintah Pusat dan Daerah (Lembaran 
Negara Republi~ Indone~ia Tahun 
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3848); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 1990 tentang Penyerahan 
Sebagian Urusan Pemerintah Dalam 
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan 
Daerah Tingkat II (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1990 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3410); 

8. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 43 Tahun 1993 
tentang Prasarana dan Lalu Lintas 
(Lembaran Negara Republik Indone­ 
sia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3530); 

9. Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 66 Tahun 2C01 
tentang Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 119, Tamhahan L~mbaran 
Negara Nomor 4139); · 

10. Keputusan Presiden Republik Indo- 
' nesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang 

Teknik Penyusunan Peraturan Per­ 
undang-undangan dan Bentuk Ran­ 
cangan Und~ng-undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah, dan Rancan­ 
gan Keputusan Presiden; 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri 
Nomor- 174 Tahun 1997 tent ang 
Pedoman Tatacara Pemungutan Retri­ 
busi Daerah; 
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12. Keputusan Menteri Dalam 
Nomor 175 Tahun 1997 
Tatacara Pemeriksaan di 
Retribusi Daerah; 

Negeri 
ten tang 

Bi dang 

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan 
Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 
tentang Pedoman Tata Naskah dinas 
di Lingkungan Pemerintah Kabupa­ 
ten/Kota; 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah 
Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 
1989 tentang Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil di Lingkungan Peme­ 
rintah Kabupaten Daerah Tingkat II 
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah Tingkat II Rembang Tahun 
1989 Nomor 8); 

Dengan persetujijan 
DEWAN PERWAKILAN RA.KYAT DAERAH K.ABUPATEN REMBANG 

M E M U T U S K A N 
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS 
PARK TR 

BAB I 

KETENTUAN OMUM 
Pasal 1 

Dalaa Peraturan Daerah ini 
dimaksud dengan: 

yang 
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a. Daerah adalah Kabupaten Rembang; 
b. Pemerintah tiaerah adalah Pemerintah Kabupatei 

Rembang; 
c. Bupati adalah Bupati Rembang; 
d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas ter­ 

tentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; 

e. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan 
Kabupaten Rembang; 

f. Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya 
disebut Retribusi adalah pungutan atas dasar 
jasa pelayanan fasilitas tempat khusus parKir 
yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerin­ 
tah Daerah; 

g. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
yang menurut Peraturan Perundang-undangan 
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
Retribusi; 

h. Penctaftaran dan pendataan adalah serangkaian 
kegiatan untuk memperoleh data/informasi sert~ 
penatausahaan yang dilakukan oleh petugas 
Retribusi dengan cara penyampaian Surat Tagihan 
Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk 
diisi secara lengkap dan benar; 

i. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang 
selanjutnya, disingkat SPTRD adalah surat yang 
digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan 
perhitungan dan pembayaran Retribusi yang 
terutang menurut Peraturan Retribusi; 

j. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selan­ 
jutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan 
yang menentukan besarnya Retribusi yang ter­ 
utang; 

k. Surat Ketetapan·Retribusi Daerah Jabatan yang 
selanjutnya disebut SKRD Jabatan adalah surat 
keputusan yang meneritukan jumlah retribusi 
terutang yang jumlahnya. ditetapkan secara 
sepihak oleh pejabat yang berwenang; 
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1. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang 
selanjutnya disebut SKRD Tambahan adalah surat 
keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah 
retribusi yang telah ditentukan; 

m. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya 
disingkat STRD adalah surat untut melakukan 
tagihan Retribusi dan atau sanksi adminfstrasi 
herupa bunga dan atau denda; 

n. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selan­ 
jutnya disebut NPWRD adalah Nomor Wajib. Retri­ 
busi yang didaftar dan menjadi identitas bagi 
setiap Wajib Retribusi. 

BAB II 
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir di­ 
pungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian 
fasilitas tempat khusus parkir. 

. ' 
Pas a 1 3 

(1) Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan 
tempat khusus parkir yang disediakan dan atau 
dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

(2} Pelayanan sebagaimana dimatsud ayat (1) meli­ 
put i : 
a. penyediaan fasilitas tempat khusus parkir; 
b. penempatan_ dan penataan atas kendaraan yang 

dipart.ir; ' 
c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat 

khusus parkir. 

" 
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Pasal 4 
Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan 
yang menggunakan fasilitas tempat khusus parkir. 

BAB III 
GOLONGAN RETRIBUSI 

Pasal 5 

Golongan Retribusi ini adalah Retribusi 
Usaha. 

Jasa 

BAB IV 
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA 

Pasal 6 

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan 
frekuensi penggunaan tempat khusus parkir. 

BAB V 

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP 

Pasal 7 
{1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur 

dan besarnya tarip Retribusi didasarkan atas 
tujuan untuk mengendalikan permintaan dan 
penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memper­ 
lancar lalu lintas jalan dengan tetap memper­ 
hatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, 
kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. 
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(2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi 
biaya pengadaan marka, biaya pengadaan rambu­ 
rambu, t.iay!I ope r asi ona l , pemeliharaan, admi­ 
nistras~ dan biay~ transportasi dalam rangka 
pengawa · · an da.n pengenda 1 i an , 

BAB VI 
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP 

, Pasal 8 
(1) Struktur tarip digolongkan berdasarkan tingkat 

kepadatan tempat khusus parkir. 
(2) Tingkat kepadatan parkir sebagaimana dimaksud 

ayat (1) diukur berdasarkan jumlah rata-rata 
kendaraan yan parkir dibandingkan dengan 
kapasiras tempat khusus parkir. 

(3) Tarip Retribusi Tempat Khusus Parkir ditetap­ 
kan sebagai berikut : 
a. sepeda motor .....•..........•. Rp. 500,00 
b. mobil, mobil penumpang umum, 

t aks r , pick up •••••••••••••••• Rp. 1.500,00 
c. truck II sumbu,truck III sum bu Rp. 2.000,00 
d. gandengan, t r a i I l e r ........... Rp. 2.500,00 

BAB VI I 
WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 9 

Retribusi yang terutang dipungut di Wj l ayah 
Daerah. 
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BAB VIII 
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TEI~.U'IANG 

. . Pasal 10 
(1) Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu 

yang merupatan batas waktu bagi Wajib Retribu­ 
si untnk memanfaatkan jasa. 

(2) Jangka waktu tertentu maksimaJ 24 (dua puluh 
empat) jam. 

Pasal 11 
Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbit­ 
kan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 

BAB IX 
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN 

Pasal 12 

(1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi ~e- 'a 
dilaksanakan pendaftaran dan pendata~~ ~ 1 •• 
dap Wajib Retribusi baik yang berdornisil 0' 
dalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisi!i 
di luar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek 
Retribusi di Wilayah Daerah. 

(2) Kegiatan pedaftaran dan pendatian diawali 
dengan mempers i apkan dokumen yang ~i 1--f=T l uk an 
berupa formulir pendaftaran dar ~endataan 
disampaikan kepada Wajib Retribus· yang ber­ 
sangkutan. 
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(3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan 
dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi 
diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemu­ 
dian dikembalikan kepada petugas retribusi 
sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib 
Retribusi berdasarkan nomor urut. 

{4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana 
dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergu­ 
nakan sebagai NPWRD. 

BAB X 
TATA CARA PEMBAYARAN 

Pasal 13 
(1) Pembayaran retibusi dilakukan di Kas Daerah 

atau tempat Iain yang ditunjuk oleh Bupati 
sesuai waktu yang ditentukan dengan meng­ 
gunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan. 

(2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di 
tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan 
retribusi harus disetor ke Kas Daerah selam­ 
bat-lambatnya 1 X 24 jam. 

(3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah 
Iewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana 
dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (Dua 
persen)tiap bulan dari retribusi yang terutang 
dengan mener9itkan STRD. · 

Pasal 14 
Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai. 
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Pasal 15 

(1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimak­ 
sud Pasal 14, diberikan tanda bukti pembayaran 

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku peneri­ 
maan. 

(3) Bentuk, 1s1, kualitas, ukuran buku pembayaran 
dan tanda bukti penerimaan Retribusi sebagai­ 
man dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan 
oleh Bupati. 

BAB XI 

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN 
Pa s a l 16 

(1) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD 
sebagaimana dimaksud Pasal 13, dicatat dalam 
buku jenis retribusi masing-masing. 

( 2) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD 
untuk masing-masing Wajib Retribusi dicatat 
sesuai NPWRD. 

( 3 ) Ar sip dokumen yang tel ah dicatat disimpan 
sesuai nomor berkas secara berurutan. 

BAB XI I 

" PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN 
Pasal 17 

(1) Pelaksana Peraturan Daerah 1n1 adalah Dinas 
Perhubungan Kabupaten Rembang. 
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(2) Peugawa-s-an atas pelaksanaan Peraturan Daerah 
ini adalah Rupati atau Instansi yang dit~njuk 
oleh Bupati. 

BAB XIII 
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN 

Pasal 18 

Wajib Retribu~i yang tidak me!aksanakan kewaji­ 
bannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancarn 
dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan 
atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah 
Retribusi yang terutang. 

Pasal 19 

(1) Penyidik Pegawai 
wewenang khusus 
kukan penyidikan 
busi Daerah. 

Negeri Sipil di Daerah diberi 
sebagai penyidik untuk mela­ 
tindak pidana dibidang Retri- 

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat 
(1) adalah: 
a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneli­ 

ti keterangan atau laporan berkenaan 
dengan tindak pidana dibidang Retribusi 
Daerah agar keterangan atau laporan terse­ 
but menjadi lengkap dan jelas; 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan ketcran­ 
gan mengenai orang pribadi atau badan 
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan 
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi 
Daerah; 

c. memjnta keterangan dan bahan bukti dari 
orang pribadi atau badan tentang kebenaran 
perbuatan yang dilakukan sehuhungan tjndak 
pidana Retribusi Daerah; 

y 
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d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, doku­ 
men-dokumen lain berkenaan dengan tin~&t 
pidana dibidang Retribusi Daerah. 

e. melakukan penggeledahan untuk me~dapatkan 
bahan bukti pembukuan, pencatatan can~. tu­ 
men-dokumen lain, serta melatutan penyitaan 
terhadap barang bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangla 
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana 
di bidang Retribusi Daerah; 

g. meyuruh berhenti/melarang seseorang mening­ 
galkan ruangan atau tempat pada saat pemc:r-­ 
iksaan sedang berlangsung dan memeriksa 
identitas orang dan atau dokumen yang 
dibawa_sebagaimana pada huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan 
tindak pidana Retribusi Dae r ah ; 

i. memanggiI· orang untuk didengar keteran­ 
gannya, diperiksa sebagai tersangka atau 
saksi; 

j. menghentikan penyidikan; 
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk 

kelancaran penyidikan tindak pidana di 
bidang Retribusi Daerah menurut hukum y2n1 
dapat dipertanggungjawa~kan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), m., 
beritahukan dimulainnya penyidikan dan rr~ny~m· 
paikan basil penyidikannya kepada Penun~u· 
Umum melalui pejabat Kepolisian Negard Rcpu· 
blik Indonesia sesuai dengan ketentuan yano 
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahon 198" 
tentang Hukum Acara Pidana yang be1 laku. 

BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 
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Pasal 20 

Ketentuan-ketentuan lain yang belum diatur datam 
Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksa­ 
naannya akan diatur kemudian oleh Bupati. 

Pasal 21 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar supaya ~etiap orang dapat mengetahuinya, 
memerintahkan pengudangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatanny.a dalam Lembaran Daerah Kabupa­ 
ten Rembang. 

Ditetapkan di Rem bang 
pada tanggal 15 Juli 2002 
B U P A T I R E M B A N G 

H E N D A R S O N O 

Diundangkan di Rem bang 
pada tangggal 20 Juli 2002 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

R E M B A N G 

H. NOE RANT O,SH.MM 
PEMBINA UTAMA MADYA 
NIP 500 040 .991 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2002 
NOMOR 14 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 

NOMOR 14 TAHUN 2002 
TENT ANG 

RETRIBUSI TEMPAT K.HUSUS PARICIR 
I. UMUM 

.. 

Bahwa dengan diberlakukannya Undang­ 
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengao 
undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang temudian 
ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang 
Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten 
Rembang segera menindaklanjuti dengan menyele­ 
saikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur 
tentang Retribusi Daerah. 

Salah satu Peraturan Daerah yang harus 
disusun adalah Peraturan Daerah tentang Retrib­ 
usi Tempat Khusus Parkir. 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 
2001 tentang Retribusi Daerah, Bab III, Pasal 3 
ayat (2) huruf e Retribusi Tempat Khusus Parkir 
adalah jenis Retribusi Jasa Usaha . 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cutup jelas 
Pasal 2 

Cukup jelas 
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Pasal 3 
Cukup jelas 

Pas al 4 
Cukup jelas 

Pasal 5 
Cutup jelas 

Pas al 6 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Cukup jelas 

Pas al 8 ' Cukup jelas 
Pasal 9 

Cukup jelas 
Pas al 10 

Cukup jelas 
Pasa I 11 

Cukup jelas 
Pasal 12 

Ayat (1) 
Wajib Retribusi tidak semuanya berdomisi­ 
li di Kabupaten Rembang, untuk mendapat­ 
kan data Wajib Retribusi perlu diadakan 
pendaftaran dan pendataan. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Aya t ( 4) 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Wajib Retrbusi tidak boleh membayar utang 
:etribusinya dengan cara mengangsur. 

Pasal 15 
Cukup jelas 
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Pasal is 
cukup jelas 

Pasal 17 
Cukup jelas 

Paaa l 1'8 
Dengan adanya sanksi pfdana diharapkan 
timbulnya kesadaran Wajib Retribusi untuk 
memenuhi kewajibannya. 

Pasal 19 · 
Ayat (1) 

Penyidik di bidang - Jtetribusi 
adalah Pejabat Pegawai Negeri 
tertentu -dilingkungan Pemerintah 
ten Rembang yang diangkat sesuai 
perundang-undangan yang berlaku. 
Penyidikan di bidang retribusi 
dilaksa~akan menurµt · ketentuan 
diatur dalam Undang-undang Nomor 8 
1981 tentang Hukum Acara Pidana. 

Ayat (2) 
Cukup jelas 

Ayat (3) 
Cukup jelas 

Pasal 20 
Cukup jelas 

Pasal 21 
Cutup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG 
NOMOR 24 

Daer ah 
Sipil 

Kabupa­ 
dengan 
daerah 

yang 
Tahun 
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